BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. KSPSI Sebagai Gerakan Buruh dan Gerakan Sosial

Serikat pekerja merupakan salah satu bentuk implementasi sebuah gerakan
sosial yang bergerak dalam hal kepentingan para kaum pekerja atau buruh.
Gerakan sosial itu sendiri muncul sebagai respon dari rakyat terhadap kelalaian
negara dalam mengurus hak-hak rakyat. Kelalaian yang dilakukan oleh negara
seringkali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan sebelumya. Sehingga muncul gerakan sosial sebagai wujud upaya
rakyat yang hendak ingin mengembalikan kepada kondisi semula atau bahkan
menginginkan perubahan atas kondisi sosial politik yang dianggap sudah tidak
sesuai dan tidak berubah dari waktu ke waktu.

Indonesia yang mengalami beberapa kali pergantian rezim kepemimpinan
yang ini juga berdampak pada munculnya berbagai gerakan sosial. Gerakan sosial
di Indonesia identik dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh para buruh guna
untuk menuntut kehidupan yang lebih layak sebagai seorang pekerja atau buruh.
Maka dapat dilihat bahwa salah satu bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh
rakyat adalah gerakan buruh yang dilakukan oleh para pekerja atau buruh yang
memperjuangkan hak-hak sebagai pekerja atau buruh.

Gerakan buruh termasuk gerakan sosial dimana salah satu tujuannya yakni

untuk mengubah beberapa norma atau biasanya norma hukum yang dianggap
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tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Hal ini juga dikarenakan gerakan
organisasi buruh yang terbentuk dari gerakan buruh bertujuan agar norma-norma
hukum yang merugikan para pekerja atau buruh dapat di revisi atau bahkan
dicabut. KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang termasuk
bentuk dari gerakan buruh termasuk gerakan sosial dengan ruang lingkup yang
reformis. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KSPSI Cabang Kota
Surabaya Bapak dendy Prayitno: “dan yang terakhir adalah keinginan kita agar
PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dicabut dan diberlakukan

peraturan baru yang lebih baik.”

Keinginan penghapusan PP Nomor 78 Tahun 2015 ini dikarenakan produk
hukum tersebut mendeskriminasi hak-hak para buruh. Alasan dari KSPSI dan
beberapa serikat pekerja lainnya untuk menolak PP 78 Tahun 2015 yakni

diantaranya sebagai berikut:*

1. Dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 serikat pekerja tidak dilibatkan
dalam penentuan kenaikan upah minimum. Menurut serikat buruh ini
bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Ketenagakerjaan.

2. Upah minimun di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan

dengan negara-negara lain yang termasuk wilayah ASEAN.

'L BH Jakarta, “5 Alasan Tolak PP Pengupahan” http://www.bantuanhukum.or.id/web/5-
alasan-tolak-pp-pengupahan-penjelasan-lengkap/ (Kamis, 6 April 2017, 09.16)


http://www.bantuanhukum.or.id/web/5-alasan-tolak-pp-pengupahan-penjelasan-lengkap/
http://www.bantuanhukum.or.id/web/5-alasan-tolak-pp-pengupahan-penjelasan-lengkap/
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3. PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan didalangi oleh
pengusaha hitam. Dalam paket ekonomi jilid | dampai 1V dirasa sangat
merugikan para buruh.

4. Formula kenaikan upah minimum yang diatur dalam PP Nomor 78
tahun 2015 tentang pengupahan bertentangan dengan konstitusi.
Ketidaksesuaian ini terlihat bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 27
ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) serta UU Nomor 13 Tahun 2003. Dalam
PP Nomor 78 Tahun 2015 memuat bahwa formula kenaikan upah
minimum ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,
sehingga hal ini akan mengakibatkan penetapan upah minimum tidak
lagi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan telah mereduksi
kewenangan Gubernur serta peran serikat pekerja/buruh dalam
penetapan upah minimum.

5. Persoalan jangka pendek dijawab dengan jangka panjang. Maksudnya
adalah perkembangan perekonomian sebuah neara tidak bisa diprediksi
dengan kemungkinan krisis ekonomi akan terjadi yang akan berpotensi
PHK, sedangkan sebuah Peraturan Pemerintah dapat berlaku hingga 20
tahun. Sehingga hal ini tentu peraturan tersebut sudah tidak relevan

lagi.

KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang termasuk
gerakan sosial dalam aksinya mengedepankan aksi damai dibandingkan dengan
aksi kekerasan dan brutal. Berdasarkan data yang diperoleh, KSPSI Kota

Surabaya dibandingkan dengan gerakan buruh lain pada tingkatan yang sama
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lebih persuasif dalam setiap aksi yang dilakukan. KSPSI lebih memilih jalan yang
diplomatis untuk menyampaikan tuntutan-tuntutannya pada pemerintah. Hal ini
sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua KSPSI Cabang Kota Surabaya Bapak
Dendy Prayitno:
“dalam langkah inilah yang membuat kita KSPSI sedikit berbeda dengan serikat
pekerja lainnya. KSPSI melakukan negosiasi atau banding atau perundingan

dengan pihak perusahaan dan pemerintah untuk menyalurkan tuntutan atau
keinginan kita sebagai pekerija terlebih dahulu.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dendy Prayitno dapat dijelaskan
bahwa KSPSI merupakan serikat pekerja yang bergerak lebih persuasif dalam
proses penyaluran tuntutan-tuntutan para pekerja baik kepada pemerintah atau
kepada pengusaha. Begitu pula dengan yang disampaikan oleh anggota KSPSI
Cabang Kota Surabaya Bapak Marjuki yang menyatakan bahwa: “ya betul, kami
memang menggunakan langkah-langkah yang lebih persuasif dalam

menyampaikan tuntutan kita kepada pemerintah atau pengusaha”.

Hal ini juga senada dalam melihat langkah KSPSI melakukan aksi
tuntutannya, APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) juga menganggap bahwa
dibandingkan dengan serikat pekerja yang lain, KSPSI lebih rasional dalam hal
tuntutan-tuntutan yang disampaikan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak
Priantono Soebekti sebagai anggota APINDO yang mewakili di Dewan
Pengupahan tahun 2017 Kota Surabaya:

“Kami APINDO memang tidak memungkiri bahwa KSPSI yang mewadahi
kepentingan paran buruh bisa bekerja sama dengan baik dengan APINDO dan

’Dendy Prayitno, Wawancara, Surabaya, 28 November 2016.
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Pemerintah Kota Surabaya. Menurut kami, KSPSI cukup rasional dalam setiap
tuntutan yang diberikan pada pengusaha dan pemerintah dalam kenaikan upah.
Mereka tidak menggunakan langkah-langkah yang cukup ekstrim dalam
penuntutan, tetapi lebih slow dan rasional. Jika dibandingkan dengan serikat
pekerja lain, KSPSI lebih persuasif dalam menyuarakan tuntutan kenaikan UMK
Surabaya tahun 2017.”3

Dilihat dari hasil wawancara diatas maka bukan hanya dari satu pihak
pekerja saja tetapi juga dari pihak pengusaha yang mempekerjakan mereka.
Menurut APINDO, KSPSI dalam tuntutan-tuntutannya lebih rasional dan dapat
bekerja sama dengan para pengusaha khususnya dalam hal tuntutan kenaikan

pengupahan.

Dari data diatas maka KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia) yang merupakan salah satu bentuk gerakan buruh ini adalah bagian

dari gerakan sosial. Berikut adalah hasil analisis dengan teori:

Tabel 4.1
Hasil Analisis dengan Teori

KSPSI sebagai Bentuk Gerakan Sosial

Jenis Gerakan Sosial KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia)
Gerakan Reformasi; Sebelum era 1970an di Eropa gerakan buruh

termasuk dari salah satu kajian dari gerakan
Gerakan yang bertujuan | sosjal dimana gerakan yang muncul dipengaruhi
untuk mengubah beberapa | gleh paham Marxisme, sehingga bentuk gerakan
norma, biasanya norma | gusial yang muncul lebih berorientasi pada
hukum. masalah ekonomi.* Orientasi pada ekonomi ini
terwujud dengan adanya pemberontakan kaum

®Priantono Soebekti, Wawancara, Surabaya, 23 Maret 2017.
*Oman Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial (Malang: Intrans Publishing, 2016),
12.
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proletar terhadap kaum borjuis. Kaum proletar
yang terdiri dari kaum buruh atau pekerja
menuntut persamaan kelas dan kelayakan dalam
perlakuan Kkerja.

Maka gerakan buruh yang dalam penelitian ini
adalah KSPSI termasuk gerakan sosial reformasi
berdasarkan ruang lingkupnya, dimana bentuk
gerakan ini bertujuan untuk mengubah norma
yang biasanya norma hukum. Dalam hal ini
KSPSI sendiri menginginkan adanya perubahan
dalam regulasi khususnya pada PP Nomor 78
Tahun 2015 tentang Pengupahan agar
diberlakukan regulasi atau peraturan yang lebih
baik.”

Gerakan Fokus

Berkelompok;

Dalam target gerakannya, gerakan buruh KSPSI
termasuk  dalam  gerakan  sosial ~ fokus
berkelompok. Karena pada awal berdiri tanggal

Gerakan yang bertujuan | 20 Februari 1973, KSPSI berbentuk organisasi

mempengaruhi atau | federasi dengan menyatakan diri sebagai wadah

terfokus pada kelompok | yynggal bagi para organisasi buruh disetiap

atau  masyarakat  pada tingkatannya.®

umumnya.

Gerakan Damai; Gerakan sosial damai termasuk ciri dari gerakan
buruh KSPSI. KSPSI pertama dibentuk guna

Gerakan Yang | sebagai wadah organisasi buruh disetiap

memperlihatkan untuk | tingkatannya. Terlebih lagi KSPSI dibentuk pada

berdiri  kontras  dengan | tanun 1973 yang masuk dalam era Orde Baru

gerakan kekerasan.

dan merupakan satu-satunya gerakan buruh yang
diakui oleh pemerintah pada saat itu, sehingga
sangat minim adanya tindakan kekerasan yang
muncul akibat gerakan ini.

Gerakan Lama;

Gerakan untuk perubahan
yang telah ada sejak awal

KSPSI yang merupakan geakan buruh termasuk
dalam gerakan sosial lama, dimana gerakan
buruh ini muncul sebelum abad ke-19 dimana
konsentrasi kepada isu-isu ekonomi. Pada awal

*Dendy Prayitno, Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2017.
®M.S. Hidajat, Seabad Gerakan Buruh Indonesia (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 145.
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masyarakat, sebagian besar | berdiri hingga sampai saat ini, KSPSI berfokus
merupakan gerakan pada | pada kepentingan ekonomi yakni pada
abad ke-19 yang berjuang | perjuangan  peningkatan upah, perjuangan
untuk kelas-kelas sosial. peningkatan pada kebutuhan hidup layak para
pekerja atau buruh. KSPSI Kota Surabaya sendiri
setiap tahunnya berupaya melakukan aksi guna
untuk kenaikan UMK Kota Surabaya. Tahun
2017 ini tuntutan utama dari KSPSI Kota
Surabaya tetap pada fokus kenaikan UMK Kota
Surabaya.” Tidak hanya fokus pada UMK, tetapi
KSPSI Kota Surabaya juga mengajukan tuntutan
mengenai fasilitas jaminan tenaga kerja dan juga
pemenuhan standar kebutuhan layak hidup bagi
para pekerja.

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa KSPSI yang termasuk dalam
gerakan buruh merupakan bentuk gerakan sosial yang bermula pada perjuangan
kelas-kelas pekerja di wilayah Eropa yang terjadi sebelum abad ke-19. Fokus
perjuangan dari KSPSI yang termasuk gerakan buruh ini adalah pada isu-isu
ekonomi, salah satunya yakni pada perjuangan kenaikan upah ditiap tingkatan
baik Kabupaten/Kota hingga Provinsi pada setiap tahunnya, meningkatnya
standarisasi kebutuhan hidup layak, jaminan tenaga kerja, penghapusan regulasi

yang mematikan bagi para pekerja serta lain sebagainya.

Bukan hanya fokus perjuangan saja melainkan setiap aksi yang dilakukan
KSPSI lebih persuasif dan rasional dalam isi-isi tuntutannya. Hal ini sebagaimana
sesuai dengan yang disampaikan oleh 2 narasumber diatas. Sehingga KSPSI
sendiri dalam melakukan proses tuntutan kenaikan upah tidak terlalu
mendapatkan hambatan atau tekanan yang berarti baik dari pengusaha atau

pemerintah Kota Surabaya.

"Dendy Prayitno, Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2017.
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B. Pola Gerakan KSPSI Cabang Kota Surabaya dalam Proses Bargaining
Tuntutan Kenaikan UMK Tahun 2017 di Kota Surabaya
Gerakan buruh atau organisasi buruh pasti memiliki pola gerakan yang
berbeda-beda, dimana setiap organisasi memiliki karakteristik khas yang sudah
menjadi kebiasaan rutin dari organisasi itu sendiri. KSPSI (Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi buruh memiliki pola
gerakan yang berbeda dengan organisasi buruh lainnya. Pada tahun 2017, KSPSI
Cabang Kota Surabaya melakukan beberapa langkah atau gerakan dalam tuntutan
kenaikan UMK Kota Surabaya.
Dalam aksi dan gerakan inilah dapat dilihat bagaimana pola gerakan dari
KSPSI dalam proses tuntutan kenaikan UMK Kota Surabaya tahun 2017. Proses
aksi pertama yang dilakukan oleh KSPSI Kota Surabaya merupakan proses
penting untuk anggota KSPSI itu sendiri yakni proses edukasi. Hal ini sesuai
dengan yang dijelaskan oleh Bapak Dendy Prayitno selaku Ketua KSPSI Caban

Kota Surabaya:

“Pertama, kami melakukan edukasi terlebih dahulu kepada seluruh anggota
KSPSI khususnya cabang Kota Surabaya tentang kenaikan upah tenga kerja.
Dalam proses edukasi ini, kami memberikan wawasan dan juga pengarahan
kepada para anggota tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja. Pengarahan
yang kami berikan tentunya berkaitan dengan kenaikan upah yang tiap tahun
selalu dilakukan dan pengarahan ini dalam bentuk seminar dengan para
anggota. Pentingnya edukasi ini yakni agar para anggota yang merupakan
pekerja dapat memahami situasi yang sedang terjadi, sehingga akan
meminimalisir tindakan yang menyalahi regulasi.”8

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa proses

gerakan pertama yang dilakukan oleh KSPSI Kota Surabaya yakni dengan

®Dendy Prayitno, Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2017.
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mengedukasi para anggotanya. Edukasi para anggota ini dilakukan dengan
kegiatan seminar yang diberikan pada anggota-anggotanya. Proses pertama ini
diberikan dengan tujuan agar para pekerja anggota KSPSI khususnya Kota
Surabaya memiliki wawasan tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja. Inti dari
edukasi yang dilakukan oleh KSPSI yakni agar para anggotanya dapat memahami
situasi yang sedang terjadi khususnya dalam situasi tuntutan kenaikan upah yang
terjadi setiap tahunnya, sehingga akan menekan aksi yang tidak sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah proses edukasi dilakukan maka selanjutnya yang dilakukan oleh
KSPSI Kota Surabaya dalam proses tuntutan kenaikan upah tahun 2017 yakni
negosiasi. Proses negosiasi ini terjadi dengan beberapa pihak, hal ini seperti yang

disampaikan kembali oleh Bapak Dendy Prayitno:

“Kedua, proses negosiasi. Dalam proses negosiasi ini bisa dikatakan langkah
pertama kami dalam menuntut kenaikan upah. Kami melakukan negosiasi dengan
dewan-dewan yang berkaitan secara langsung dengan tuntutan kami. Dalam
tuntutan kenaikan upah tahun 2017 ini, kami melakukan negosiasi dengan
pemerintah provinsi agar tuntutan-tuntutan yang kami ajukan dapat disetujui.
Dalam proses ini tentunya tidak lepas dari proses tawar menawar yang kami
lakukan dengan pemerintah provinsi. Tentu dalam proses ini semua tuntutan
kami ditampung oleh pemerintah provinsi, tetapi untuk penentuannya
sepenuhnya berada ditangan pemerintah provinsi."9

Dari paparan Bapak Dendy tersebut langkah kedua yang dilakukan oleh
KSPSI Kota Surabaya dalam proses tuntutan kenaikan UMK Kota Surabaya tahun
2017 yakni dengan melakukan negosiasi. Proses negosiasi yang dilakukan bukan
hanya dengan satu pihak saja melainkan dengan beberapa pihak lainnya. Tetapi

pada tahun 2017 ini KSPSI fokus melakukan negosiai dengan pemerintah provinsi

Dendy Prayitno, Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2017.
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mengenai tuntutan-tuntutan dari para pekerja. Proses bargaining negosiasi yang
dilakukan oleh KSPSI Cabang Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi dan
juga APINDO khususnya yakni pada penentuan KHL (Kebutuhan Hidup Layak).
KHL atau Kebutuhan Hidup Layak yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 mengatur 60
komponen kebutuhan layak bagi para pekerja, dimana 60 komponen dalam
Peraturan Menteri ini dijadikan acuan dalam melakukan survei untuk kenaikan
upah setiap tahunnya. Tetapi semenjak diberlakukannya PP Nomor 78 Tahun
2015, hasil survei untuk menentukan KHL bagi para pekerja tidak dipergunakan
lagi bagi pemerintah karena pemerintah menggunakan PP 78 Tahun 2015. Hal ini
sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sulistyono selaku Staff Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya:

“Meskipun dalam PP 78 tahun 2015 yang kali ini digunakan lagi oleh
pemerintah provinsi dalam menentukan kenaikan upah, tapi tetap
dilakukan survei ke lapangan. Kemudian dari hasil survei itu di bahas,
setelah di bahan jika ada sepakat atau tidak sepakat itu sudah dinamika.
Memang untuk tahun ini tidak sepakat dalam menentukan KHL apalagi
dalam upah minimumnya tetapi apabila tahun kemarin itu tidak sepakat
maka akan tetap kembali menggunakan PP 78 tahun 2015. Apabila
ditanyakan bagaimana upaya pemerintah, ya itu di Dewan Pengupahan
itu tapi saat ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya sudah ada PP 78
tahun 2015 jadi apabila KHL sudah tidak diberlakukan tetapi tetap Dewan
Pengupahan melakukan survei KHL. Dalam survei kemarin memang ada
setuju dan tidaknya, salah satunya tentang komponen KHL transportasi
meminta 2 kali lipat. Dalam hal ini tentu serikat pekerja setuju tapi tidak
untuk para pengusaha atau Apindo. Jadi tetap menggunakan PP 78 tahun
2015 dimana utuk komponen KHL kembali kepada Permenaker nomor 13
tahun 2012 dimana transport tetap 1 kali.”

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas maka dapat diketahui bahwa

proses bargaining yang dilakukan oleh KSPSI Cabang Kota Surabaya yakni
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khususnya pada proses survei penentuan KHL. Sebelum ditetapkannya UMK
Tahun 2017 oleh Gubernur Jawa Timur, tim Dewan Pengupahan melakukan
survei ke lapangan guna untuk mendapatkan kesepakatan KHL dengan
Pemerintah Provinsi dan APINDO. Dalam proses bargaining ini, KSPSI
mengupayakan agar dalam penentuan UMK Provinsi Jawa Timur menggunakan
survei KHL yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan sebagai bahan
pertimbangan. KSPSI mengupayakan survei KHL khususnya pada komponen

transportasi.

Meskipun negosiasi telah dilakukan tetapi keputusannya tetap pada pada
pemerintah provinsi. Salah satu bentuk tuntutan yang tidak diterima oleh
Pemerintah Provinsi yakni para pekerja menghendaki penghapusan dan digantinya
PP Nomor 78 Tahun 2015. Bukan hanya itu tetapi KSPSI juga tetap memantau
tuntutan lainnya yakni jaminan tenaga kerja. Sama halnya dengan yang

dipaparkan oleh Bapak Dendy Prayitno sebagai berikut:

“Wah kalau diprosentase penerimaan tuntutan kita itu sangat kecil. Contohnya
untuk penghapusan PP Nomor 78 Tahun 2015 jelas tidak dilakukan oleh
pemerintah. Lalu tuntutan pertambahan upah juga tidak membuat kita puas.
Tetapi meskipun tuntutan kita sangat kecil yang diterima oleh pemerintah, kita
tetap mengawal upaya-upaya kita untuk memperjuangkan hak bagi para kaum
pekerja. Salah satu contohnya adalah kita sampai sekarang tetap memantau
tuntutan kita tentang jaminan pensiun, yang menurut KSPSI sendiri jaminan
pensiun tersebut sangat dibutuhkan bagi para kaum pekerja untuk masa
purnanya nanti. Karena UMK ditentukan oleh Provinsi atau Gubernur, maka
pihak pemerintah kota dan Walikota juga tidak bisa bertindak banyak.”10

Proses terakhir yang dilakukan oleh KSPSI Kota Surabaya yakni apabila
tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan sangat kecil yang diterima oleh
pemerintah provinsi Jawa Timur, sehingga melakukan aksi atau demontrasi yang

dilakukan oleh seluruh anggota KSPSI. Aksi dalam tuntutan kenaikan upah ini

Dendy Prayitno, Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2017.
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terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2016 setelah ditetapkannya Pergub
Jawa Timur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di
Jawa Timur Tahun 2017 pada tanggal 18 November 2016. Hal ini sama halnya

dengan yang dipaparkan oleh Bapak Dendy Prayitno sebagai berikut:

“yang terakhir kami lakukan yakni aksi. Aksi ini kami lakukan ketika
tuntutan-tuntutan yang kami ajukan tidak ditanggapi secara menyeluruh
oleh pemerintah. Demo yang kami lakukan pada bulan november setelah
gubernur memutuskan kenaikan upah tahun 2017 adalah puncak
kekecewaan kami sebagai buruh. Karena upaya-upaya yang sudah kami
ajukan tidak direpon oleh pemerintah. Maka dari itu kemarin kami
melakukan aksi demo besar pada tanggal 18 dan 21 November 2016 yang
mendatangkan anggota KSPSI dari beberapa kabupaten dan kota yang
ada di Jawa Timur.”"*

Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa pola gerakan yang dilakukan
olen KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) dalam proses
tuntutan kenaikan UMK tahun 2017 Kota Surabaya terdapat 3 pola yakni edukasi,

negosiasi dan aksi (demo). Klasifikasi pola gerakan dapat dilihat tabel dibawah

ini:
Tabel 4.2
Analisis Data Klasifikasi Pola Gerakan KSPSI
No Kegiatan Pola Analisis Data
Gerakan

1 Dalam proses | Edukasi Proses pertama yang dilakukan
tuntutan kenaikan oleh KSPSI Kota Surabaya yakni
upah yang dilakukan edukasi. Edukasi ini bertujuan
oleh KSPSI Kota agar para anggota memiliki
Surabaya yakni wawasan dan diberi pengarahan
melakukan seminar- tentang hak dan kewajiban sebagai

“"Dendy Prayitno, Wawancara, Surabaya, 21 Maret 2017.
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seminar yang
diberikan pada para
anggota. Langkah ini
sebagai awal bentuk
proses serikat buruh
KSPSI Kota
Surabaya.

pekerja. Bukan hanya itu tetapi

anggota juga diberikan
pengarahan tentan kenaikan upah
yang terjadi setiap tahunnya.

Pentingnya proses edukasi ini
yakni agar para pekerja dapat
memahami siatuasi dan kondisi
yang sedang terjadi, sehingga
dalam mmbuat tuntutan tidak
terjadi tindakan yang menyalagi
aturan.

Proses kedua Yyang
dilakukan oleh KSPSI
Kota Surabaya yakni
melakukan negosiasi

dengan  Pemerintah
Provinsi. Sebelum
melakukan negosiasi
dengan Pemerinah
Provinsi terlebih
dahulu terdapat
proses penentuan
KHL (Kebutuhan

Hidup Layak). Proses
penentuan KHL ini

dilakukan oleh
Dewan Pengupahan
dengan  melakukan
survei di beberapa
pasar di Surabaya.
Dalam proses
penentuan KHL
terdapat upaya
bargaining yang
dilakukan oleh
perwakilan KSPSI
dengan  Pemerintah
Kota dan APINDO
agar dapat dicapai
kesepatakan KHL

Negosiasi

Proses negosiasi  merupakan
proses utama dalam penyampaian
tuntutan kenaikan upah. Proses ini
terjadi dengan beberapa pihak lain
yakni dengan pengusaha dan
pemerintah. KSPSI tahun 2017
dalam tuntutan kenaikan upah
melakukan proses negosiasi atau
bargaining dengan pemerintah
provinsi  dengan  mengajukan
tuntutan-tuntutan  agar  dapat
dijadikan ~ pertimbangan  dan
disetujui oleh Gubernur dalam
menentukan UMK
Kabupaten/Kota tahun  2017.
Dalam proses bargaining yang
dilakukan oleh KSPSI khususnya
pada proses survei dimana dalam
survei yang dilakukan oleh Dewan
Pengupahan didalamnya terdapat
proses banding antara KSPSI
dengan Pemerintah Provinsi dan
juga APINDO. Proses bargaining
ini  merujuk pada keninginan
KSPSI agar dalam penentuan
UMK tahun 2017 Pemerintah
Provinsi  menggunakan  hasil
survei KHL Kkhususnya dalam
komponen  transportasi  agar




81

yang sesuai dengan dijadikan acuan dalam penetapan
yang diharapkan UMK Kota Surabaya tahun 2017.
masing-masing.

Dalam kegiatan | Aksi (demo) | Aksi ini terjadi apabila dalam
sebelumnya yakni proses negosiasi atau bargaining
proses negosiasi tendapat banyak tuntutan-tuntutan

apabila dalam putusan
ketetapan upah tidak
dikabulkan maka
selanjutnya kegiatan
yang dilakukan yakni

yang tidak  disetujui  oleh
pemerintah provinsi. Dalam hal ini
KSPSI Surabaya melakukan aksi
untuk tuntutan kenaikan UMK
tahun 2017 Kota Surabaya dengan

aksi  protes atau demo turun ke jalan menuju ke
demonstrasi. Kegiatan arah kantor Gubernur Jawa Timur
ini  dilakukan oleh dan Gedung Negara Grahadi. Aksi
anggota KSPSI Kota demo ini  merupakan puncak
Surabaya dengan kekecewaan dari pekerja karena

melakukan aksi demo
pada tanggal 18 dan

terdapat poin-poin tuntutan yang
tidak dipenuhi oleh pemerintah

21 November 2016 di provinsi, Khususnya yakni
Gedung Grahadi dan kekecewaan yang dikarenakan
Kantor Gubernur dalam penetapan UMK tidak
Jawa Timur. mempergunakan hasil survei KHL

yang telah dilakukan oleh Dewan
Pengupahan tetapi lebih merujuk
pada PP Nomor 78 tahun 2015.

Dari hasil analisa diatas maka dapat dilihat dalam proses tuntutan kenaikan
upah minimum kota yang dilakukan olek KSPSI melalui beberapa tahap baik itu
tahap internal dengan anggota maupun eksternal dengan instansi lain. Sedangkan
dalam tahan negosiasi dimana dalam tahap ini terdapat proses bargaining atau
tawar menawar antara KSPSI selaku wakil dari para pekerja dengan pemerintah
dan juga para pengusaha atau pemilik modal. Kenaikan upah pada tahun 2017
terdapat beberapa proses bargaining yang dilakukan oleh KSPSI, yang pertama

yakni proses bargaining dengan pengusaha tetapi Pemerintah Provinsi juga
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termasuk didalam proses ini. Proses ini dilakukan pada tahan survei penentuan
KHL pada pasar-pasar yang telah ditentukan, dimana KSPSI menghendaki agar
komponen transportasi yang ada pada KHL dinaikkan, namun hal ini tidak
disetujui oleh APINDO selaku perwakilan dari pengusaha. Sehingga hasilnya
adalah dalam penetapan UMK Jawa Timur tahun 2017 hasil survei tidak
dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi, karena dalam Peraturan Gubernur Nomor
121 Tahun 2016 tetap menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 sebagai acuan

penetapan UMK untuk Provinsi Jawa Timur.



